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SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

balrwa dalarn rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peratulan Daeral Nomor 1 Tahun 2OL7 telrtaJ)g Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017, perlu ditetapkafi Peraturan Gubemur

tentang Penjabaran Angigaran Pendapatan dan Bela4ia Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2017 sebagai

landasan opelasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2O17;

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tertang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi A(ieh dan Perubahan

Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (I€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64,

Tambahan I€mbaran Negsra Republik Indonesia Nomor 11Og);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tshun 2003 tentarg Keuangan Negara (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OO3 Nomor 47, Tarnbahan L€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
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4.

5.

6.
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 20O4 tentang Perbendalaraan Negara (Iembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan L€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan darr Tanggungjawab Keuangan Negara

(Lembaran Negara Repubtk Indonesia Tahun 20O4 Nomor 66, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 44O0);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 20O4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Irmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor I04, Tanbahan L€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentsng Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (L€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan L€mbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);

Undaag-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Da.erah (IJmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan ltmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana t€lah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2O15 tentang PerubahaI Kedua atas UndarE-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indone8ia Nomor 5679);

Peratu-ran Pcmerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota

Dewaa Perwakilan Ralgrat Daerah (l€mbaran Negara Republik Indonesia Taiufl 2004 Nomor 9O, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terskhir dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24

Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan lcuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Ra-lryat

Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonceia Tahun 2007 Nomor 47, Tarnbalan lcmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Femerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dffra Perimbangan (I€mbaran NegBra Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 20OS tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (L€mbaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan kmbaran Negara Republik Indoncsia Nomor 4576)

scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tshun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Femerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentarg Sistcm Informasi Keuangan Daerah (L€ohararr Negara

Republik Indotesira Tahun 2010 Nomor I 10, Tanbahsn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OOS tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (L€mbaf,an Ncgara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 14O, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Femerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang tbdoman Pembinaan dan Pengawasan Fenyelenggaraqn

Pemerintah Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomff 165, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintsh Nomor 8 Ta}un 2006 tentang Pelaporan lGuangan da:r Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Nega-ra Republik Indonesia Tahun 20O6 Nomor 25, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 46141;

Peraturan Pemcrintah Nomor 19 Tshun 2OlO tenta.ng Tata Cara Pelaksanean Tugas dan Wewenang serta
fedudukan Keuangan Gubemur aebagai Wakil Pemerintah di U/ilayah Provinsi (kmbaraJr Negara Republik

Indoneeia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Ncgam Republik Indoncsia Nomor 5107) sebagaimaaa

telah diubah dengar Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pcrubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 19 Tahun 2010 tentarry Tata Cara Pelal<sanaan trgas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan

Gubemur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (kmberan Negara RepubIk Indoneeia Tahun 2011 Nomor

44, Tambahan l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 52O9);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengololaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dcngan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kcdua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelol,aan Keuangan Daerah;
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Pentutan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tenta$g Pcdoman Pen1ruBunan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Da€rah Tahun Anggafar 2O17)i

Feraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuanggn Daerah Provinsi Sumatera

Utara (Lembaran Dacrah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2OlO Nomor 1, Tambahan Lembarar Daerah Provinsi

Sumatera Utaf,a Nomor 1);

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tent ng Ftembentukan dan Susunar Perangkat Daerah Provinsi Sumatera

Utara (l,embamn Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Irmbaran Daerah Provinsi

Sufiratera Utara Nomor 32);

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2Ol7 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera

Utara (kmbaran Daera.h Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI

SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2017.
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Menetapkan

Pasal 1

Penjabar:an Aaggaran Pendapatan dan Bclartja Daerah Provinsi Suaatera Utara Tahufl Anggaran 2017, aclalah sebagai berikut :

1. Pendapatan
2. Belanja

Surplus/Defisit

3. Pembiayaan
a. Penerimaan
b. Pengeluaran

Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan
Sisa lebih pembiayaarl anggaran setelah perubahan

Rp. 12.170.582.1O5.913,0O
Rp. 13.034.684.291.945,00
Rp. (1864.102.186.032,00)

Rp. 942.102.186.032,00
Rp. 78.0O0.OOO.0O9,OO
Rp.
Rp.

864.tO?.186.032,OO
o,oo
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Paeal 2

Uraian Lebih lanjut Penjabaran Anggaran PeBdapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sunatera Utara Tateun Anggaran 2017 Eebagaimana

dimakaud dalam Pasal 1, tercanflrm dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisah*an dari Peraturan Gubemur ini, terdiri

dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD Berdasarkan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaani

2. Lampiran II Penjabaran APBD;

3. Lampiran III Daftar Penerima Hibah dan Besaran Bantuan

Pesal 3

Pel,aksanaan Penjabarar Anggaran Pendapqtan dan Belanja Daerah yang ditetapkan datffn Peraturan Gubemur ini dituanglrsr lebih

lanjut d"t""' Dokumen Pela*sanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perargkat Daeratr sesuai dengan ketentuan

peratufs! pcrundang-undangaa.
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Pasel 4

Peraturan Gubernur ini mulai bedaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintatrkan pcngundangan Peraturan Gubemur ini dengan penempatarnya dal,am Berita Daerah
Provinsi Sufiatera Utara.

Ditetapkan di Medan

pada tanggal 3 1 Januan 2017

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Muda IV/c)
ttd

TENGKU ERRY NURADI27 L98003 1 004

Diundangkan di Medan

pada tanggal 31 Januari?OLZ

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

HASBAN RITONGA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2017 NOMOR 4


